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|. PENDAHULUAN

Keuangan pemerintah desa merupakan sistem pengelolaan yang mengatur pendapatan dan belanja desa agar
dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
pemerintah desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur serta mengelola keuangannya sendiri,
termasuk Dana Desa yang bersumber dari pemerintah pusat. Sebelum diberlakukannya regulasi tersebut,
pemerintah desa masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah daerah. Kinerja keuangan
pemerintah desa menggambarkan tingkat keberhasilan desa dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam satu periode anggaran. Penilaian terhadap kinerja keuangan
umumnya dilihat dari aspek produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, dan akuntabilitas [1]. Dalam
pengelolaan Dana Desa, kinerja keuangan juga menunjukkan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dan
mempertanggungjawabkan keuangan secara transparan, tepat waktu, serta sesuai standar akuntansi guna
mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat [2].



Secara umum, kinerja keuangan menjadi salah satu indikator utama untuk menilai kondisi suatu organisasi. Oleh
sebab itu, pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan regulasi yang berlaku agar sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menegaskan
bahwa peraturan perundang-undangan merupakan norma hukum tertulis yang mengikat dan menjadi dasar dalam
penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa [3]. Namun demikian, keberadaan
regulasi belum tentu secara langsung mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah desa. Kondisi tersebut
disebabkan karena aparatur desa masih mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan berbagai aturan
yang ada, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akibatnya, pelaksanaan tugas dan
fungsi aparatur desa belum berjalan secara optimal sehingga berdampak negative pada pengelolaan dan kinerja
keuangan desa.

Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah desa masih menghadapi
berbagai permasalahan, khususnya dalam pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa. Permasalahan tersebut
antara lain berupa kesulitan aparatur desa dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar, keterlambatan
penyampaian laporan, serta keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pengeluaran belanja modal di
daerah juga belum sepenuhnya mampu meningkatkan pendapatan secara optimal [4]. Kondisi tersebut
menyebabkan pengelolaan Dana Desa belum berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel meskipun
jumlah alokasi dana terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kenaikan alokasi Dana
Desa dari waktu ke waktu belum sepenuhnya diiringi oleh kapasitas pengelolaan keuangan yang memadai di
tingkat desa. Apabila merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018,
pengelolaan keuangan desa semestinya dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif,
serta tertib dan disiplin anggaran. Akan tetapi, pada pelaksanaannya masih tampak adanya kesenjangan antara
aturan dan praktik di lapangan. Hal ini tercermin dari belum maksimalnya penggunaan Sistem Keuangan Desa
(Siskeudes) dan masih lemahnya mekanisme pengawasan, sehingga kesalahan administrasi maupun potensi
penyimpangan sering kali baru terungkap setelah dilakukan pemeriksaan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa
pengelolaan Dana Desa masih belum berjalan secara optimal sesuai dengan prinsip efektivitas, efisiensi,
transparansi, dan akuntabilitas. Permasalahan ini perlu mendapat perhatian karena pelaksanaan prioritas Dana
Desa tahun 2025 menuntut adanya pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara lebih profesional.
Keberhasilan berbagai program, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan penanggulangan
kemiskinan, sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja keuangan pemerintah desa. Dalam konteks tersebut, pola
komunikasi yang diterapkan dalam organisasi serta gaya kepemimpinan kepala desa diperkirakan turut berperan
dalam menentukan kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan secara tertib dan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Selain itu, tingkat pendidikan aparatur desa juga memiliki peran penting dalam memahami
peraturan, menerima arahan, serta melaksanakan administrasi keuangan desa secara tepat [5].

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah desa masih belum optimal dalam
mengelola dana publik secara profesional. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menyatakan bahwa kualitas
laporan keuangan berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas, sehingga semakin baik laporan keuangan yang
disusun maka semakin baik pula pertanggungjawabannya. Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan
keuangan desa menjadi hal yang penting untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
Setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diberlakukan, desa diberikan kewenangan yang lebih besar dalam
mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut belum
sepenuhnya berjalan optimal karena masih terdapat sejumlah permasalahan, seperti keterbatasan kompetensi
aparatur desa, keterlambatan pencairan dana, serta rendahnya tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan
desa. Padahal, pengelolaan yang terbuka dan akuntabel sangat diperlukan guna mendukung pembangunan desa
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat [6]. Oleh karena itu, kinerja keuangan pemerintah desa menjadi
indikator penting dalam menilai keberhasilan penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa [7].

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi kinerja keuangan pemerintah desa adalah pola komunikasi
organisasi. Komunikasi yang berlangsung secara terbuka dan dua arah antara kepala desa dengan aparatur desa
dapat meningkatkan koordinasi kerja serta meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Dengan
komunikasi yang efektif, proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan
dapat berjalan lebih terarah dan tertib sehingga dapat mengurangi terjadinya kesalahan administrasi. Sebaliknya,
pola komunikasi yang kurang efektif dapat menghambat kinerja aparatur desa. Menurut penelitian lain, komunikasi
merupakan proses penyampaian pesan, informasi, gagasan, maupun ide dari satu pihak kepada pihak lain, baik
secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat memengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Komunikasi juga
berperan dalam meningkatkan motivasi kerja dengan memberikan pemahaman mengenai tugas, pencapaian kerja,
dan upaya perbaikan terhadap kinerja yang belum optimal [8]. Komunikasi satu arah dan terbatas sangat
berdampak terhadap degradasi kinerja karyawan dalam suatu organisasi, informasi tidak tersampaikan dengan
jelas sehingga karyawan tidak memahami tugas atau tanggung jawab mereka dengan baik [9].

Selain komunikasi, gaya kepemimpinan kepala desa merupakan faktor penting yang memengaruhi kinerja
aparatur desa. Gaya kepemimpinan yang partisipatif dan komunikatif mampu menciptakan suasana kerja yang
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kondusif, serta meningkatkan motivasi dan efektivitas kerja aparatur. Kepala desa yang tegas akan lebih mudah
mengarahkan dan mengawasi aparatur dalam pengelolaan keuangan desa agar tetap disiplin dan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Pemimpin yang mampu memberikan pesan baik dan arahan yang jelas berperan besar
dalam meningkatkan kinerja organisasi. Kepemimpinan memiliki peran strategis karena dapat mempengaruhi
perilaku pegawai yang dipimpinnya. Kemampuan pemimpin dalam menyesuaikan diri dengan dinamika
pembangunan juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan tujuan organisasi yang sesuai dengan aspirasi
masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan desa. Kepemimpinan dapat dipahami sebagai kemampuan
seseorang untuk memengaruhi dan menggerakkan orang lain agar bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu
[10]. Jika pimpinan tidak mempunyai kompetensi memimpin, maka tugas-tugasnya tidak mampu dilaksanakan
dengan baik. Sebuah organisasi memerlukan pemimpin yang efektif, yang memiliki keahlian mempengaruhi sikap
anak buahnya. Tanpa adanya pimpinan, kegiatan perusahaan mungkin tidak akan berjalan. Hal ini dapat
mengakibatkan kurangnya pencapaian tujuan perusahaan [11].

Kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan tidak terlepas dari tingkat pendidikan
yang dimiliki. Aparatur dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik
terhadap peraturan, lebih mudah menerima arahan, serta mampu menjalankan tugas secara lebih efektif. Kondisi
tersebut menjadikan tingkat pendidikan sebagai salah satu aspek yang dapat mendukung peningkatan kualitas
kinerja aparatur, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki seseorang,
semakin luas pula pengetahuan dan kompetensi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan secara
profesional. Persyaratan mengenai tingkat pendidikan perangkat desa juga telah diatur dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 50 ayat (1), yang menetapkan bahwa perangkat desa sekurang-
kurangnya memiliki pendidikan setingkat sekolah menengah atas atau yang sederajat [12].

Dalam penelitian ini, fungsi tingkat pendidikan sebagai variabel pemoderasi dijelaskan melalui pendekatan
contingency theory. Teori tersebut menjelaskan bahwa hubungan antarvariabel dalam organisasi tidak selalu
berlaku secara tetap, melainkan dipengaruhi oleh kondisi tertentu yang melingkupinya. Oleh karena itu,
keberadaan variabel moderasi diperlukan untuk menjelaskan keadaan yang dapat memperkuat maupun
memperlemah pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Dalam konteks penelitian ini, tingkat pendidikan
aparatur desa dipandang sebagai faktor situasional yang dapat memengaruhi efektivitas pola komunikasi dan gaya
kepemimpinan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Selain itu, teori tersebut juga membuka kemungkinan
adanya faktor-faktor lain yang dapat berperan sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan kinerja organisasi.

Penelitian ini juga didasarkan pada agency theory yang menjelaskan hubungan antara principal dan agent.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, masyarakat bertindak sebagai principal yang memberikan
kepercayaan kepada pemerintah desa sebagai agent untuk mengelola keuangan dan sumber daya desa. Hubungan
tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan informasi dan konflik kepentingan karena pemerintah desa
memiliki akses informasi yang lebih besar dibandingkan masyarakat. Oleh sebab itu, penerapan transparansi dan
akuntabilitas menjadi penting sebagai upaya pengendalian. Komunikasi yang berjalan secara efektif serta
kepemimpinan yang baik diharapkan mampu mengurangi kesenjangan informasi sehingga pengelolaan keuangan
desa dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Di samping itu, tingkat pendidikan aparatur desa
turut mendukung efektivitas pengendalian tersebut sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja keuangan
pemerintah desa.

Kinerja organisasi pada dasarnya dipengaruhi oleh perilaku individu serta pola interaksi yang terjadi di dalam
organisasi. Oleh karena itu, komunikasi yang berlangsung secara terbuka dapat mendukung koordinasi antaraparat

serta meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, penerapan gaya kepemimpinan
yang partisipatif mampu meningkatkan motivasi kerja sekaligus menciptakan suasana kerja yang kondusif. Dalam
konteks ini, kualitas sumber daya manusia, terutama tingkat pendidikan, berperan sebagai variabel pemoderasi
yang dapat memperkuat pengaruh komunikasi dan kepemimpinan terhadap kinerja organisasi. Sinergi antara
komunikasi, kepemimpinan, dan tingkat pendidikan menjadi aspek yang penting dalam upaya meningkatkan
kinerja keuangan pemerintah desa.

Penelitian ini dilaksanakan pada pemerintah desa di Kecamatan Beji mengingat desa memiliki peran yang sangat
penting dalam pengelolaan dana publik. Namun, dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai permasalahan
yang berkaitan dengan pelaporan maupun pengelolaan keuangan desa. Kebaruan penelitian ini terletak pada
penggunaan tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah desa.
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa dalam upaya meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Apakah pola komunikasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah desa?

Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah desa?

Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah desa?

Apakah tingkat pendidikan memoderasi pengaruh pola komunikasi terhadap kinerja keuangan pemerintah desa?



Apakah tingkat pendidikan memoderasi pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja keuangan pemerintah
desa?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk menganalisis pengaruh pola komunikasi terhadap kinerja keuangan pemerintah desa di Kecamatan Beji.
Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa di Kecamatan Beji.
Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa di Kecamatan Beji.
Untuk menganalisis peran tingkat pendidikan dalam memoderasi pengaruh pola komunikasi terhadap kinerja
keuangan pemerintah desa di Kecamatan Beji.

Untuk menganalisis peran tingkat pendidikan dalam memoderasi pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja
keuangan pemerintah desa di Kecamatan Beji

Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Pola Komunikasi terhadap Kinerja keuangan pemerintah desa

Pola komunikasi dalam organisasi pemerintahan desa memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur desa. Komunikasi yang efektif memungkinkan terjadinya pertukaran
informasi yang jelas, tepat, dan dua arah antara pimpinan dan aparatur desa, sehingga menciptakan kesamaan
pemahaman mengenai tujuan, kebijakan, serta pembagian tugas. Dalam konteks pemerintahan desa, pola
komunikasi yang terbuka dan partisipatif terbukti mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja
desa, pola komunikasi organisasi yang efektif berpotensi meningkatkan kinerja keuangan pemerintah desa.
Penelitian lain juga menemukan bahwa komunikasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur desa,
yang secara tidak langsung berdampak pada kinerja keuangan desa. Dalam Teori Agensi, komunikasi yang jelas dan
dua arah diperlukan untuk mengurangi asimetri informasi serta memastikan aparatur menjalankan tugas sesuai
tujuan organisasi [13].

Dari sudut pandang agency theory, komunikasi yang efektif juga mampu menekan terjadinya asimetri informasi
serta mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan
demikian, semakin baik pola komunikasi yang diterapkan, maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah
desa.Selain itu, pola komunikasi yang efektif terbukti mendukung keberhasilan pelaksanaan program alokasi dana
desa serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa [14].

H1: Pola komunikasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah desa.

Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Gaya kepemimpinan mencerminkan cara seorang pemimpin dalam memengaruhi, mengarahkan, dan
memotivasi bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam pemerintahan desa, kepala desa memiliki peran
strategis dalam
menentukan arah kebijakan serta menciptakan iklim kerja yang kondusif. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa
gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur desa maupun ASN. Selain itu,
kepemimpinan yang efektif apabila didukung komunikasi yang baik akan memberikan pengaruh simultan terhadap
peningkatan kinerja organisasi sektor publik. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan yang tepat diyakini mampu
meningkatkan kinerja keuangan pemerintah desa secara keseluruhan [15]. Selain itu, gaya kepemimpinan juga
terbukti memengaruhi kinerja keuangan dalam organisasi ekonomi seperti koperasi. Dalam konteks pemerintahan
desa, gaya kepemimpinan kepala desa berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur desa, yang secara
langsung berkaitan dengan kualitas pengelolaan keuangan desa. Secara teoretis, hal ini dijelaskan dalam teori
kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin yang mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan arahan yang
jelas akan mendorong peningkatan kinerja bawahan. Oleh karena itu, semakin baik gaya kepemimpinan yang
diterapkan, maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah desa [10].
H2: Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah desa.
Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kinerja Pemerintahan Desa

Tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor yang berperan dalam menentukan kualitas kinerja aparatur
pemerintah desa. Aparatur yang memiliki jenjang pendidikan lebih tinggi umumnya mempunyai kemampuan
teknis, daya analisis, serta keterampilan komunikasi yang lebih baik sehingga mampu menjalankan tugas secara
profesional dan bertanggung jawab. Selain itu, tingkat pendidikan yang lebih tinggi juga dapat meningkatkan
pemahaman terhadap berbagai kebijakan dan regulasi yang berlaku, sehingga mendukung terciptanya pengelolaan

pemerintahan desa yang lebih berkualitas. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa komunikasi dan tingkat
pendidikan secara bersama-sama mampu meningkatkan kinerja aparatur desa. Dengan demikian, semakin tinggi
tingkat pendidikan yang dimiliki aparatur desa, maka semakin baik pula kualitas kinerja yang dihasilkan dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa. Temuan penelitian lainnya juga mengungkapkan bahwa latar belakang




pendidikan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja aparatur desa. Hubungan tersebut dapat dijelaskan
melalui Human Capital Theory yang menyatakan bahwa pendidikan berperan dalam meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan individu, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kinerja. Oleh karena itu,
peningkatan tingkat pendidikan aparatur desa akan mendukung terciptanya kinerja pemerintahan desa yang lebih
baik. [11].

H3: Tingkat pendidikan memoderasi pengaruh pola komunikasi terhadap kinerja keuangan pemerintah desa.

Peran Tingkat Pendidikan sebagai Variabel Moderasi pada Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja
Keuangan Pemerintah Desa

Selain memoderasi pengaruh pola komunikasi, tingkat pendidikan juga diduga mampu memperkuat
hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja keuangan pemerintah desa. Aparatur desa yang memiliki
tingkat pendidikan lebih tinggi umumnya lebih mudah menyesuaikan diri dengan gaya kepemimpinan partisipatif
maupun transformasional, sehingga arahan yang diberikan pimpinan dapat diterima dan dijalankan secara lebih
efektif. Penelitian mengenai pengelolaan APBDes menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dapat memperkuat
pengaruh faktor tata kelola terhadap pengelolaan keuangan desa. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa
kapasitas pendidikan aparatur desa memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas kepemimpinan guna
meningkatkan kinerja keuangan desa. Selain itu, penelitian lain menjelaskan bahwa kepemimpinan dapat berfungsi

sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara faktor organisasi dengan kinerja keuangan. Hal ini
menunjukkan bahwa karakteristik individu, termasuk tingkat pendidikan, turut menentukan tingkat efektivitas
kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja organisasi. Dengan demikian, tingkat pendidikan tidak hanya
memberikan pengaruh secara langsung terhadap kinerja, tetapi juga berfungsi sebagai variabel moderasi yang
memperkuat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Hasil penelitian juga
menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan pimpinan mampu memperkuat hubungan antara strategi
organisasi dengan kinerja keuangan [16].

H4: Tingkat pendidikan memoderasi pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa
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Gambar 1. Kerangka Konseptual
ILMETODE
Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan metode survei melalui kuesioner
berskala Likert. Pendekatan eksplanatori adalah penelitian yang bertujuan menjelaskan hubungan sebab-akibat
antar variabel melalui pengujian hipotesis Pendekatan kuantitatif eksplanatori bertujuan untuk menunjukan
hubungan sebab-akibat antarvariabel melalui pengujian hipotesis dan analisis statistic [14]. Pada dasarnya,
pendekatan ini digunakan untuk menguji pengaruh pola komunikasi (X1) dan gaya kepemimpinan (X2) terhadap
kinerja keuangan pemerintah desa (Y), dengan tingkat pendidikan (Z) sebagai variabel moderasi. Data yang
diperoleh menggunakan analisis dengan cara statistik untuk memberikan bukti empiris mengenai hubungan dan
pengaruh antarvariabel penelitian [17].
Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa skor hasil pengisian kuesioner
oleh responden terhadap indikator variabel penelitian. Data ini digunakan untuk mengukur pola komunikasi, gaya
kepemimpinan, tingkat pendidikan, dan kinerja keuangan pemerintah desa secara terstruktur . Sumber data terdiri
atas data primer dan data sekunder [18]. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner karena
mampu memberikan informasi yang sesuai dengan variabel penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen
pendukung seperti struktur organisasi desa, data aparatur desa, serta profil desa di Kecamatan Beji untuk
memperkuat deskripsi objek penelitian dan mendukung kebutuhan informasi populasi.
Populasi

Penentuan populasi merupakan tahap penting dalam penelitian karena berkaitan dengan kualitas data yang
akan diperoleh. Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh aparatur pemerintah desa di
Kecamatan Beji, karena aparatur desa merupakan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,
termasuk dalam pengelolaan keuangan desa [19].
Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu teknik penentuan
sampel berdasarkan pertimbangan dan karakteristik tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini
digunakan karena tidak seluruh anggota populasi memiliki keterkaitan langsung dengan variabel yang diteliti,
khususnya terkait pola komunikasi, gaya kepemimpinan, tingkat pendidikan, dan kinerja keuangan pemerintah
desa. Oleh karena itu, responden dalam penelitian ini dipilih dari aparatur desa yang terlibat langsung dalam
pengelolaan administrasi dan keuangan desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur
perencanaan, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) [20].
Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus Lameshow karena jumlah populasi belum
diketahui secara pasti. Rumus ini digunakan untuk menentukan ukuran sampel dengan tingkat kesalahan tertentu
agar sampel dapat mewakili populasi penelitian . Rumus Lameshow adalah sebagai berikut:

Dimana:
n = jumlah sampel
Z = nilai standar normal pada tingkat kepercayaan 95% (1,96)
p = estimasi proporsi populasi (0,5)
d = tingkat kesalahan (0,10)
Perhitungan sampel menggunakan rumus Lameshow adalah sebagai berikut:



Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, jumlah sampel dalam penelitian ini dibulatkan menjadi 100 responden.
Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dilakukan melalui pertimbangan berbagai faktor, antara lain biaya, tingkat
aksesibilitas, dan tujuan strategis agar diperoleh lokasi yang paling tepat untuk mendukung kegiatan penelitian.
Kecamatan Beji dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki kesesuaian dengan fokus dan sasaran penelitian,
yaitu aparatur pemerintah desa yang berperan langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun
aspek yang menjadi perhatian dalam penelitian ini meliputi inspeksi, pendelegasian wewenang, pengendalian
internal, dan kinerja keuangan pemerintah desa. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama satu bulan yang
mencakup tahapan persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, hingga analisis data, sehingga seluruh
rangkaian penelitian dapat terlaksana secara sistematis [21].

Identifikasi dan Indikator Variabel
Definisi operasional diperlukan agar setiap variabel dalam penelitian dapat diukur secara jelas dan konsisten.
Penelitian ini memiliki empat variabel, yaitu pola komunikasi (X1), gaya kepemimpinan (X2), tingkat pendidikan (2),
dan kinerja pemerintah desa (Y).
Tabel 1. Indikator dan Variabel

Variabel Definisi Konseptual Indikator Skala

Pola Komunikasi (X1) Pola komunikasi adalah cara aliran informasi dan pertukaran pesan yang terjadi dalam
organisasi desa antara pimpinan dan perangkat maupun antar perangkat, yang berfungsi untuk memperlancar
koordinasi kerja dan mengurangi kesalahan pelaksanaan tugas [14]. 1) Komunikasi vertikal (komunikasi antara
atasan dan bawahan) 2) Komunikasi horizontal (komunikasi antar pegawai yang setara) 3) Komunikasi dua arah 4)
Kejelasan informasi 5) Ketepatan penyampaian informasi Likert 1-5

Gaya Kepemimpinan (X2) Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku yang digunakan kepala desa dalam
memengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi perangkat desa untuk mencapai tujuan organisasi, yang tercermin
dari cara pemimpin mengambil keputusan, memberi arahan, dan melibatkan bawahan [22]. 1) Partisipatif
(bawahan ikut mengambil keputusan) 2) Delegatif (tugas diserahkan kepada bawahan) 3) Direktif (pemimpin
memberi instruksi tegas) Likert 1-5

Tingkat Pendidikan (Z) Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan formal tertinggi yang telah diselesaikan oleh
perangkat desa yang menunjukkan kapasitas pengetahuan dan kemampuan dasar individu dalam mendukung
pelaksanaan tugas pemerintahan desa [23]. 1) Kesesuaian pendidikan dengan pekerjaan 2) Pemahaman regulasi
(kemampuan memahami aturan yang berlaku) 3) Kemampuan administrasi (kemampuan mengelola dokumen dan
laporan kerja) Ordinal

Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Y) Kinerja keuangan pemerintah desa adalah tingkat keberhasilan pemerintah
desa dalam merencanakan, merealisasikan, dan menggunakan anggaran desa secara tepat, efisien, transparan,
dan akuntabel sesuai ketentuan pengelolaan keuangan desa [24]. 1.Ketepatan penyusunan anggaran 2.Realisasi
anggaran sesuai perencanaan 3.Efisiensi penggunaan anggaran Likert 1-5

Sumber : diringkas oleh penulis

Teknik Analisis Data

Penelitian ini mengadopsi teknik analisis data berbasis Partial Least Square (PLS). PLS dapat mendeskripsikan
hubungan antar variabel dan dapat dianalisis dalam sekali pengujian. Peneliti menggunakan PLS karena pada
penelitian ini menggunakan variabel laten yang diukur dengan indikatornya. Sehingga memungkinkan peneliti
untuk menganalisisnya menggunakan perhitungan yang jelas dan detail. Evaluasi model PLS dilakukan dengan
mengevaluasi model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model) [25].

1. Pengujian Model Pengukuran (Outer Model)
a. Uji Validitas
Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana indikator mampu mengukur variabel yang diteliti secara
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tepat. Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan convergent validity dan discriminant validity.
Convergent validity dinilai berdasarkan nilai loading factor dan Average Variance Extracted (AVE). Suatu indikator
dinyatakan valid apabila memiliki nilai loading factor di atas 0,70 dan nilai AVE lebih dari 0,50. Nilai tersebut
menunjukkan bahwa indikator mampu menjelaskan variabel yang diukur dengan baik.Selain itu, pengujian
discriminant validity dilakukan untuk memastikan bahwa setiap variabel memiliki karakteristik yang berbeda
dengan variabel lainnya. Pengujian ini dilihat dari nilai akar kuadrat AVE yang harus lebih besar dibandingkan
korelasi antar variabel penelitian.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi jawaban responden terhadap indikator penelitian.
Penguijian reliabilitas dilakukan menggunakan nilai Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability. Suatu variabel
dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability lebih dari 0,70. Nilai tersebut
menunjukkan bahwa indikator yang digunakan mampu memberikan hasil pengukuran yang konsisten.

2. Pengujian Model Struktural (Inner Model)

a. Uji R-Square (Coefficient of Determination)

Uji R-Square digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan
variabel dependen. Semakin tinggi nilai R-Square, maka semakin besar kemampuan variabel pola komunikasi dan
gaya kepemimpinan dalam menjelaskan kinerja keuangan pemerintah desa.Nilai R-Square sebesar 0,67
menunjukkan kategori kuat, nilai 0,33 menunjukkan kategori sedang, sedangkan nilai 0,19 menunjukkan kategori
lemah.

b. Uji Path Coefficient

Pengujian path coefficient dilakukan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh antar variabel penelitian.
Pengujian ini dilakukan melalui proses bootstrapping pada SmartPLS dengan melihat nilai T-statistics dan P-values.
Hipotesis penelitian dinyatakan diterima apabila nilai T-statistics lebih besar dari 1,96 dan nilai P-values lebih kecil
dari 0,05. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pola komunikasi dan gaya kepemimpinan terhadap
kinerja keuangan pemerintah desa.

Ill. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Pengujian Model Pengukuran (Outer Model)

Evaluasi terhadap model pengukuran (outer model) dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas dari masing-
masing konstruk (variabel). Berikut disajikan hasil penilaian terhadap Outer Model atau Measurement Model:



Gambar 2. Outer Model atau Measurement Model

Sumber: Pengolahan data primer (kuesioner), 2025

Hasil pemodelan menggunakan SmartPLS yang ditampilkan pada Gambar 2 menunjukkan bahwa seluruh indicator
pada variabel pola komunikasi (X1), gaya kepemimpinan (X2), kinerja keuangan (Y), dan tingkat pendidikan (2)
memiliki nilai outer loading di atas 0,50. Dengan demikian, tidak terdapat indikator yang berada di bawah batas
nilai tersebut, yang mengindikasikan bahwa seluruh indikator memenuhi syarat validitas konvergen.

Hasil Uji Validitas Convergent dan Discriminant

Nilai Average Variance Extracted (AVE) diperoleh dari hasil estimasi model outer menggunakan SmartPLS. Data
berikut menunjukkan nilai AVE yang mengacu pada loading factor dengan nilai di atas 0,50.

Tabel 2. Average Variance Extracted (AVE)

Variabel AVE Keterangan
X1 0,973 Valid

X2 0,945 Valid

Y 0,846 Valid

70,975 Valid

Sumber: Pengolahan data primer (kuesioner), 2025

Tabel 2 menyajikan nilai Average Variance Extracted (AVE) untuk variabel pola komunikasi (X1), gaya kepemimpinan
(X2), kinerja keuangan (Y), dan tingkat pendidikan (Z). Setiap konstruk menunjukkan nilai AVE yang melebihi 0,50,
yang menandakan bahwa masing-masing konstruk memiliki validitas yang baik berdasarkan indikator kuesioner
yang digunakan. Oleh karena itu, seluruh konstruk dalam penelitian ini dianggap memenubhi kriteria validitas.
Model indikator yang digunakan adalah model reflektif, di mana hubungan antar variabel direpresentasikan melalui
koefisien korelasi.

Tabel 3. Correlation of Laten Variabels (Discriminant Validity)

Variabel X1Y X2 Z

X1 0,986

X2 0,496 0,972

Y 0,269 0,441 0,920

Z-0,0050,013-0,142 0,987

Sumber: Pengolahan data primer (kuesioner), 2025

Pada Tabel 3 diperoleh hasil data fornell dan larcker dimana kriteria tersebut yaitu nilai akar AVE (Garis Melintang)
variabel> korelasi antar variabel. Terdapat nilai akar AVE literasi keuangan sebesar 0,834 > korelasinya dari akar
AVE semua variabel yaitu 0,402; 0,646; dan 0,415. Pada pengalaman usaha nilai akar AVE nya sebesar 0,861 >
korelasinya dari akar AVE semua variabel yaitu 0,572 dan 0,650. Begitu juga dengan variabel kinerja UKM dan
penggunaan informasi akuntansi. Sehingga dari hasil tersebut menunjukkan bahwa validitas diskriminan semua
variabel penelitian telah terpenuhi.

Hasil Uji Reliabilitas

Hasil output SmartPLS composite reliability dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Composite Reliability

Variabel Composite Reliability Keterangan
X1 0,994 Reliabel

X2 0,981 Reliabel

Y 0,970 Reliabel



Z 0,992 Reliabel

Sumber: Pengolahan data primer (kuesioner), 2025

Berdasarkan Tabel 4, seluruh konstruk dalam penelitian ini dinyatakan memenuhi kriteria reliabilitas. Hal ini
dibuktikan dengan nilai composite reliability yang melebihi angka 0,70, sesuai dengan standar yang
direkomendasikan.

Pengujian Model Struktural (Inner Model)

Hasil estimasi R Square dengan menggunakan SmartPLS

Tabel 5. Nilai R- Square

Variabel R Square
Y 0,295

Sumber: Pengolahan data primer (kuesioner), 2025

Tabel 5 Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SmartPLS, diperoleh nilai R-Square sebesar 0,295 pada
variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Y). Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel Pola Komunikasi (X1),
Gaya Kepemimpinan (X2), dan Tingkat Pendidikan (Z) mampu menjelaskan variasi Kinerja Keuangan Pemerintah
Desa sebesar 29,5%, sedangkan sisanya sebesar 70,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian
yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Penguijian Signifikansi dan Pengujian Hipotesis
Diperoleh hasil untuk pengaruh langsung dan tidak langsung yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Path Coefficients dan Specific Indirect Effects

Variabel Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) T Statistics (| O/STDEV |) P Values
X1>Y 0,084 0,086 0,113 0,741 0,459

X2>Y0,4300,432 0,106 4,055 0,000

Z>Y-0,120-0,128 0,090 1,337 0,182

X1>Z>Y0,3280,324 0,138 2,384 0,018

X2>27Z>Y-0,271-0,270 0,128 2,116 0,035

Sumber: Pengolahan data primer (kuesioner), 2025

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Transparansi Publik memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,084 dengan nilai P-
value sebesar 0,459 dan T-statistik sebesar 0,741. Nilai P-value yang lebih besar dari 0,05 dan T-statistik yang lebih
kecil dari 1,96 menunjukkan bahwa Transparansi Publik tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Desa. Dengan demikian, hipotesis pertama ditolak.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Akuntabilitas memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,430 dengan nilai P-value
sebesar 0,000 dan T-statistik sebesar 4,055. Nilai P-value yang lebih kecil dari 0,05 dan T-statistik yang lebih besar
dari 1,96 menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Desa. Dengan demikian, hipotesis kedua diterima.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Religiusitas Aparatur memiliki nilai koefisien jalur sebesar -0,120 dengan nilai
P-value sebesar 0,182 dan T-statistik sebesar 1,337. Nilai P-value yang lebih besar dari 0,05 dan T-statistik yang
lebih kecil dari 1,96 menunjukkan bahwa Religiusitas Aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja
Keuangan Pemerintah Desa. Dengan demikian, hipotesis ketiga ditolak.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa interaksi antara Transparansi Publik dan Religiusitas Aparatur memiliki nilai
koefisien jalur sebesar 0,328 dengan nilai P-value sebesar 0,018 dan T-statistik sebesar 2,384. Nilai P-value yang
lebih kecil dari 0,05 dan T-statistik yang lebih besar dari 1,96 menunjukkan bahwa Religiusitas Aparatur mampu
memoderasi pengaruh Transparansi Publik terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. Koefisien positif
menunjukkan bahwa Religiusitas Aparatur memperkuat hubungan antara Transparansi Publik dan Kinerja
Keuangan Pemerintah Desa. Dengan demikian, hipotesis keempat diterima.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa interaksi antara Akuntabilitas dan Religiusitas Aparatur memiliki nilai koefisien



jalur sebesar -0,271 dengan nilai P-value sebesar 0,035 dan T-statistik sebesar 2,116. Nilai P-value yang lebih kecil
dari 0,05 dan T-statistik yang lebih besar dari 1,96 menunjukkan bahwa Religiusitas Aparatur mampu memoderasi
pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. Namun, koefisien jalur yang bernilai negatif
menunjukkan bahwa Religiusitas Aparatur memperlemah hubungan antara Akuntabilitas dan Kinerja Keuangan
Pemerintah Desa. Dengan demikian, hipotesis kelima diterima.

Pembahasan

Pengaruh Pola Komunikasi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
pemerintah desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai P-value sebesar 0,459 yang lebih besar dari 0,05 dan nilai T-
statistik sebesar 0,741 yang lebih kecil dari 1,96.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa komunikasi yang terjadi di lingkungan pemerintah desa belum mampu
memberikan kontribusi secara langsung terhadap peningkatan kinerja keuangan desa. Kondisi ini dapat
disebabkan oleh komunikasi yang telah berjalan namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses
pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pola komunikasi
berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah desa ditolak.

Secara teoritis, komunikasi merupakan sarana untuk menyampaikan informasi, koordinasi, dan pengambilan
keputusan dalam organisasi. Namun, dalam pengelolaan keuangan desa, keberhasilan kinerja keuangan tidak
hanya ditentukan oleh komunikasi, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kompetensi aparatur,
sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap regulasi [8]. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan
penelitian lain menyatakan bahwa komunikasi berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja organisasi.
Dengan demikian, hipotesis pertama ditolak [9].

Temuan ini mengindikasikan bahwa komunikasi yang berlangsung dalam lingkungan pemerintah desa belum
mampu memberikan pengaruh secara langsung terhadap peningkatan kinerja keuangan desa.

Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
keuangan pemerintah desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai P-value sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai
T-statistik sebesar 4,055 yang lebih besar dari 1,96. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik gaya
kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala desa, maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah desa.
Kepemimpinan yang efektif mampu memberikan arahan, motivasi, dan pengawasan kepada aparatur desa
sehingga pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih baik. Dengan demikian, hipotesis kedua diterima.
Hasil penelitian ini mendukung teori kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memiliki peran penting
dalam meningkatkan efektivitas organisasi [10]. Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lain
menyimpilkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi [15].0leh karena itu,
hipotesis kedua diterima.

Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala desa, maka semakin
baik pula kinerja keuangan pemerintah desa.

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
pemerintah desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai P-value sebesar 0,182 yang lebih besar dari 0,05 dan nilai T-
statistik sebesar 1,337 yang lebih kecil dari 1,96. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan aparatur
desa belum mampu memberikan pengaruh langsung terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Kinerja
keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman kerija,
pelatihan, dan kemampuan teknis yang dimiliki aparatur desa. Dengan demikian, hipotesis ketiga ditolak.
Menurut Human Capital Theory, pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kemampuan
individu. Akan tetapi, dalam praktik pengelolaan keuangan desa, pendidikan formal saja belum cukup tanpa
didukung oleh pengalaman kerja, pelatihan, dan kemampuan teknis yang memadai. Hasil penelitian ini berbeda
dengan penelitian lain yang menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan
keuangan desa [24]. Dengan demikian, hipotesis ketiga ditolak.

Peran Tingkat Pendidikan dalam Memoderasi Pengaruh Pola Komunikasi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mampu memoderasi pengaruh pola komunikasi terhadap
kinerja keuangan pemerintah desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai P-value sebesar 0,018 yang lebih kecil dari 0,05
dan nilai T-statistik sebesar 2,384 yang lebih besar dari 1,96. Koefisien jalur yang bernilai positif menunjukkan
bahwa tingkat pendidikan memperkuat hubungan antara pola komunikasi dan kinerja keuangan pemerintah desa.
Semakin tinggi tingkat pendidikan aparatur desa, maka semakin efektif komunikasi yang dilakukan dalam
mendukung peningkatan kinerja keuangan pemerintah desa. Dengan demikian, hipotesis keempat diterima.
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Temuan ini menunjukkan bahwa aparatur desa yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih
mudah memahami informasi, arahan, dan kebijakan yang disampaikan melalui komunikasi organisasi. Kondisi
tersebut membuat komunikasi menjadi lebih efektif dalam mendukung pengelolaan keuangan desa. Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan dapat memperkuat
pengaruh faktor tata kelola terhadap pengelolaan keuangan desa [12]. Oleh karena itu, hipotesis keempat diterima.
Peran Tingkat Pendidikan dalam Memoderasi Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mampu memoderasi pengaruh gaya kepemimpinan
terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai P-value sebesar 0,035 yang lebih kecil
dari 0,05 dan nilai T-statistik sebesar 2,116 yang lebih besar dari 1,96. Namun, koefisien jalur yang bernilai negatif
menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memperlemah pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja keuangan
pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur desa yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi
cenderung lebih mandiri dalam melaksanakan tugas sehingga ketergantungan terhadap gaya kepemimpinan
menjadi lebih rendah. Dengan demikian, hipotesis kelima diterima.

Temuan ini mengindikasikan bahwa aparatur desa yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih
mandiri dalam melaksanakan tugas dan mengambil keputusan. Akibatnya, ketergantungan terhadap arahan
pimpinan menjadi lebih rendah sehingga pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja keuangan desa menjadi
berkurang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa karakteristik individu dapat
memengaruhi efektivitas kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja organisasi [16]. Dengan demikian, hipotesis
kelima diterima, namun dengan arah moderasi yang memperlemah hubungan antara gaya kepemimpinan dan
kinerja keuangan pemerintah desa.

VII. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pola komunikasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja
keuangan pemerintah desa dengan tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi pada aparatur pemerintah desa
di Kecamatan Beji, dapat disimpulkan bahwa pola komunikasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
kinerja keuangan pemerintah desa. Sebaliknya, gaya kepemimpinan terbukti berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Tingkat pendidikan juga tidak berpengaruh secara langsung terhadap
kinerja keuangan pemerintah desa. Namun, tingkat pendidikan mampu memperkuat pengaruh pola komunikasi
terhadap kinerja keuangan pemerintah desa serta memoderasi pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja
keuangan pemerintah desa dengan arah hubungan yang memperlemah. Temuan ini menunjukkan bahwa
efektivitas gaya kepemimpinan menjadi faktor yang lebih dominan dalam meningkatkan kinerja keuangan
pemerintah desa dibandingkan pola komunikasi dan tingkat pendidikan secara langsung. Selain itu, tingkat
pendidikan berperan dalam menentukan kuat atau lemahnya pengaruh pola komunikasi dan gaya kepemimpinan
terhadap kinerja keuangan pemerintah desa.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah ruang lingkup penelitian yang hanya mencakup aparatur
pemerintah desa di Kecamatan Beji sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas. Selain itu,
data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang bergantung pada persepsi dan pemahaman
responden. Penelitian ini juga hanya memfokuskan pada variabel pola komunikasi, gaya kepemimpinan, dan
tingkat pendidikan, sehingga masih terdapat faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi kinerja keuangan
pemerintah desa namun belum dianalisis dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan
untuk menambahkan variabel lain yang relevan agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai faktor-
faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah desa.
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